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Tindakan penyadapan oleh suatu negara asing dalam 
wilayah yurisdiksi domestik satu Negara merupakan suatu 
tindakan kriminal. Untuk menyelesaikan tindak pidana 
tersebut, dapat menempuh atau menggunakan hukum 
domestik dari Negara tempat terjadinya locus delicti 
tersebut. Model penyelesaian demikian itu mendasarkan 
diri kepada asas hukum pidana yang umum berlaku dalam 
setiap hukum pidana nasional, antara lain yaitu 
berdasarkan asas territorial. Asas ini, begitu pula hukum 
acara pidana untuk menegakkannya tersedia dalam 
jurisdiksi Nasional Negara berdaulat Timor-Leste. Jalur 
penyelesaian lainnya, dapat menggunakan mekanisme 
penyelesaian internasional dan hal ini didukung oleh 
Konstitusi Timor-Leste. Tesis ini mempertahankan dalil 
pilihan penggunaan jalur penyelesaian kedua, yang 
dimungkinkan karena tindak pidana penyadapan yang 
dilakukan unsur asing di dalam Negara Timor Leste; pihak 
Australia melakukan tindak pidana atas nama Negara. 
Forum tersebut adalah International Court of Justice (ICJ). 
Di ranah teoritis, penyelesaian dengan menggunakan ICJ 
membuktikan bahwa Timor-Leste  lebih mengikuti ajaran 
monisme dengan primat internasional. Hukum 
internasional (ICJ) cenderung lebih disukai dibandingkan 
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